
WALIKOTA GORONTALO 

PROVINSI GORONTALO 

PERATURAN WALIKOTA GORONTALO 

N O M O R T A H U N 2019 
j 

TENTANG 

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 

KOTA GORONTALO TAHUN 2019-2024 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA GORONTALO, 

Menimbang : a. bahwa Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana 

Strategis, berpedoman pada Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang men:iuat 

tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan 

dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai 

dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 342 ayat 4 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian 

dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata 

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah, Perubahan RPJMD menjadi pedoman Perubahan 

Rencana Strategis Perangkat Daerah; j 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b per lu membentuk 

Peratunin Walikota Gorontalo tentang Rencana Strateigis 

Perangkat Daerah Kota Gorontalo Tahun 2019-2024 
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WALIKOTA GORONTALO 

PROVINSI GORONTALO 

PERATURAN WALIKOTA GORONTALO 

NOMOR18 TAHUN 2019 

TENTANG 

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 

KOTA GORONTALO TAHUN 2019-2024 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA GORONTALO, 

a. bahwa Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana 

Strategis, berpedoman pada Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat 

tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan 

dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai 

dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, 

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 342 ayat 4 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian 

dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata 

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah, Perubahan RPJMD menjadi pedoman Perubahan 

Rencana Strategis Perangkat Daerah, 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk 

Peraturan Walikota Gorontalo tentang Rencana Strategis 

Perangkat Daerah Kota Gorontalo Tahun 2019-2024 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang 

Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perenca naan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbamgan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); | 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tenhang 

Rencanji Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4405); | 
I 

7. Peratur£m Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tenhmg 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kep£ida 

Pemerintah, Laporan Pertanggung Jav/aban Kepala 

Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan 

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daei-ah 

Kepada Masyarakat (Lembaran Neg£ira Republik 

Mengingat 
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Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1822), 

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang 

Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060), 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421), 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438), 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- 

Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), 

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang 

Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4405), 

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada 

Pemerintah, Laporan Pertanggung Jawaban Kepala 

Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan 

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 

Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaxan 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); ^ ^ 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang 

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4815); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2i308 

Nomor 2 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4817); j 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Pemyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Neg;ara Repulalik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); | 

11. Peratunm Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan 

Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 518); I 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata (2ara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah Tentsmg Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencima 

Pembanigunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata 

Cara Pei-ubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjjing 

Daerah, Rencana Pembangunan Janglca Menengah 

Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 

13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2002 tentang 

Perencanaan Pembangunan Berbasis Masyarakat 

(Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2002 Nomor 2, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 10); 

10. 

11. 

12. 

13. 
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Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438), 

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang 

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4815), 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4817), 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041), 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan 

Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 518), 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata 

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, 

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2002 tentang 

Perencanaan Pembangunan Berbasis Masyarakat 

(Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2002 Nomor 2, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 10): 
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14. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2008-2027 

(Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2008 Nomor 9, 

Tambatian Lembaran Daerah Kota Gorontalo 

Nomor 102); | 

15. Peraturan Daerah Nomor 40 Tahun 2011 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Gorontalo 

Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Gorontalo 

Tahun 2011 Nomor 168); 

16. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengali Daerah K.ota 

Gorontalo Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota 

Gorontalo Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran 

Daerah Kota Gorontalo Nomor 178). 

MEMUTUSKAN: i 
I 

Mehetapkan : PERATURAN WALIKOTA GORONTALO TENTi^.NG RENOI.NA 

STRATEGl PERANGKAT DAERAH KOTA GORONTALO 

TAHUN 2019-2024 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikota ini ̂  ang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kota Gorontalo. 

2. Pemerintah Daerah adalali Kepala Daerah sebagai unsur p'eyelenggargian 

Pemerintahan daerah yan:g memimpin pelaksanaan urusan pemerintahian 

yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Walikot£i adalah Walikota Gorontalo. 

4. Badan adalah Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kota 

Gorontalo. 

PERANGKAT 
DAERAH 

KABAG 
HUKUM S E K D A 
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14. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2008-2027 

(Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2008 Nomor 9, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo 

Nomor 102), 

15. Peraturan Daerah Nomor 40 Tahun 2011 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Gorontalo 

Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Gorontalo 

Tahun 2011 Nomor 168), 

16. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota 

Gorontalo Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota 

Gorontalo Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran 

Daerah Kota Gorontalo Nomor 178). 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA GORONTALO TENTANG RENCANA 

STRATEGI PERANGKAT DAERAH KOTA GORONTALO 

TAHUN 2019-2024 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 

1, 

2. 

Daerah adalah Kota Gorontalo. 

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur peyelenggaraan 

Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

Walikota adalah Walikota Gorontalo. 

Badan adalah Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kota 

Gorontalo. 
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5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan F'enelitian dan 

Pengembangan Kota Gorontalo. 

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan De^van 

Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan PemerintaJian 

yang menjadi kewenangan Daerah. i 

7. Renstra Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah K[ota Gorontalo 

adalah dokuemn perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun, yakni 

tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari 

RPJMD tahun 2019-2024. 

8. Rancangan Rencana Pembangunan Secara Teknokratik yang selanjutnya 

disebut Rancangan Teknokratik RPJMD adalah perencanaan yang 

dilakukan dengan meng^^nakan metode dan kerangka berpikir ilmiah 

untuk menganalisis kondisi obyektif dengan mempertimbangkan bebrapa 

skenario pembangunan s<;lama periode rencana berikutnya dalam rangka 

penyusunan RPJMD. 

9. Rancangan Teknokratik IRenstra Perangkat Daerah adalah perencanaan 

yang dilakukan dengan m(;nggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah 

untuk menganalisis kondisi obyektif dengan mempertimbangkan beberapa 

skenario pembangunan s(dama periode rencana berikutnya dalam rangka 

pen5nasunan Renstra Perangkat Daerah. 

10. Sasarari Strategis Pemerintah Daerah adalah kondisi yang; akan dicapai 

secara nyata oleh Pemerintah yang mencerminkan pcmgaruh yang 

ditimbulkan oleh adanya hiasil satu atau beberapa program. 

11. Sasaran. Program adalah hasil yang akan dicapai dari suatu program dalam 

rangka pencapaian Sasaran Strategis Pemerintah yang mencerminkan 

berfungsinya keluaran. 

12. Sasaran Kegiatan adalah keluaran yang dihasilkan oleh suatu kegiatan 

yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan 

programi dan kebijakan yang dapat berupa barang atau jasa. 

13. Indikator Kinerja Sasaran Strategis adalah alat ukuryang mengindikasikan 

keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis Pemerintah Daersih. 

14. Indikator Kinerja Program adalah alat ukur yang mengindikasikan 

keberhasilan pencapaian hasil (outcome) dari suatu program. i 

15. Indikator Kinerja Kegiahm adalah alat ukur yang mengindikasikan 

keberhasilan pencapaian keluaran (output) dari suatu kegiatan. 
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Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan 

Pengembangan Kota Gorontalo. 

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 

yang menjadi kewenangan Daerah. 

Renstra Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo 

adalah dokuemn perencanaan untuk periode S(lima) tahun, yakni 

tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari 

RPJMD tahun 2019-2024. 

Rancangan Rencana Pembangunan Secara Teknokratik yang selanjutnya 

disebut Rancangan Teknokratik RPJMD adalah perencanaan yang 

dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah 

untuk menganalisis kondisi obyektif dengan mempertimbangkan bebrapa 

skenario pembangunan selama periode rencana berikutnya dalam rangka 

penyusunan RPJMD. 

Rancangan Teknokratik Renstra Perangkat Daerah adalah perencanaan 

yang dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah 

untuk menganalisis kondisi obyektif dengan mempertimbangkan beberapa 

skenario pembangunan selama periode rencana berikutnya dalam rangka 

penyusunan Renstra Perangkat Daerah. 

Sasaran Strategis Pemerintah Daerah adalah kondisi yang akan dicapai 

secara nyata oleh Pemerintah yang mencerminkan pengaruh yang 

ditimbulkan oleh adanya hasil satu atau beberapa program. 

Sasaran Program adalah hasil yang akan dicapai dari suatu program dalam 

rangka pencapaian Sasaran Strategis Pemerintah yang mencerminkan 

berfungsinya keluaran. 

Sasaran Kegiatan adalah keluaran yang dihasilkan oleh suatu kegiatan 

yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan 

program dan kebijakan yang dapat berupa barang atau jasa. 

Indikator Kinerja Sasaran Strategis adalah alat ukuryang mengindikasikan 

keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis Pemerintah Daerah. 

Indikator Kinerja Program adalah alat ukur yang mengindikasikan 

keberhasilan pencapaian hasil (outcome) dari suatu program. 

Indikator Kinerja Kegiatan adalah alat ukur yang mengindikasikan 

keberhasilan pencapaian keluaran (output) dari suatu kegiatan. 
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16. Target adalah hasil dan satuan hasil yang direncanakan akan dicapai dari 

setiap indikator kinerja. 

BAB II 

RENCANA STRATEGl II 'ERANGKAT DAERAH KOTA GORONTALO 

Pasal 2 ' 

(1) Renstni Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo 

disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta 

berpedoman pada RPJMD Kota Gorontalo. 

(2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat Tujuan Renstra 

beserta indikator kinerjanya, sasaran Renstra beserta indiktitor kinerjanya, 

program dan kegiatan Renstra beserta indikator kinerjanya. dan kerangka 

pendanaannya, yang berpedoman pada sasaran RPJME> sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini. i 

(3) Tujuan Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan sesuatu 

yang ingin dicapai Perangkat Daerah dalam rangka penctipaian sasaran 

RPJMD, yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan 

sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan. 

(4) Sasaran Renstra sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan target atau 

hasil yang diharapkan dapat dicapai dari pelaksanaan satu dan atau 

beberapa program Renstrsi. l 

(5) Indikator Kinerja Perangkat Daerah pada Renstra merupakan indik£itor 

kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggjiraan urusan 

pemerintahan yang disusun dengan berpedoman pada tujuan dan sasaran 

RPJMD sebagaimana terc£intum dalam Lampiran Peraturan IValikota ini, 

(6) Program sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan bentuk instrument 

kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilalcsanakan oleh 

Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk 

mencapai sasaran dan tujuan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah 

dalam p»enyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. 

(7) Kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan bagian dari program 

yang memuat sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya sebagai 

masukan, untuk menghasLlkan keluaran dalam bentuk barang/jasa. 
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Target adalah hasil dan satuan hasil yang direncanakan akan dicapai dari 

setiap indikator kinerja. 

BAB II 

RENCANA STRATEGI PERANGKAT DAERAH KOTA GORONTALO 

Pasal 2 

Renstra Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo 

disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta 

berpedoman pada RPJMD Kota Gorontalo. 

Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat Tujuan Renstra 

beserta indikator kinerjanya, sasaran Renstra beserta indikator kinerjanya, 

program dan kegiatan Renstra beserta indikator kinerjanya dan kerangka 

pendanaannya, yang berpedoman pada sasaran RPJMD sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini. 

Tujuan Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan sesuatu 

yang ingin dicapai Perangkat Daerah dalam rangka pencapaian sasaran 

RPJMD, yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan 

sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan. 

Sasaran Renstra sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan target atau 

hasil yang diharapkan dapat dicapai dari pelaksanaan satu dan atau 

beberapa program Renstra. 

Indikator Kinerja Perangkat Daerah pada Renstra merupakan indikator 

kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan 

pemerintahan yang disusun dengan berpedoman pada tujuan dan sasaran 

RPJMD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini. 

Program sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan bentuk instrument 

kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh 

Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk 

mencapai sasaran dan tujuan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah 

dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. 

Kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan bagian dari program 

yang memuat sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya sebagai 

masukan, untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa. 
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Pasal 3 

Renstra Pej-angkat Daerah Tahun 2019-2024 sebagaimana tercantum dalam 

lampiran yang merupakan bag;ian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. 

Pasal 4 

Peraturan Vlalikota ini mulai t»erlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo. 

Diundangkan di Gorontalo 

pada tanggal 3 « e o n r 2019 

SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO, 

ISMJ^HJMADJID 

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2019 NOMOR J<F 

BAB III 
KISTENTUAN PENUTUP 

Ditetapkan di Gorontalo 

pada tanggal 31 i » • * r t ^ r 2019 

'WALIKOTA GORONTALO , U 

PERANGKAT KABAG 
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Pasal 3 

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 sebagaimana tercantum dalam 

lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. 

BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 4 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo. 

Ditetapkan di Gorontalo 

ada tanggal 31 Yesenber 2019 

Pustarota coROwmaLof 

— 
M EN A. TAHA 

Diundangkan di Gorontalo 

pada tanggal 31 Deseor»er 2019 

SEKRETARIS D H KOTA GORONTALO, 

     ISM 

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2019 NOMOR ...? 
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